
Menurut Koordinator Satuan Pela-

yanan Terminal Giwangan Yogyakarta

Bekti Zunanta, penyesuaian dari ren-

cana awal itu terjadi ketika jajaran

Kementerian Perhubungan melakukan

kunjungan ke Terminal Giwangan.

“Informasi yang kami peroleh terakhir,

ada penyesuaian. Tetapi realisasinya

masih menunggu proses administrasi

antara kementerian dengan Pemkot

Yogya,” jelasnya, Kamis (4/8).

Pengelolaan Terminal Giwangan

Yogyakarta saat ini sudah dilimpahkan

ke Kementerian Perhubungan lantaran

masuk kategori terminal tipe A. Kendati

demikian, aset yang ditempati gedung

terminal merupakan milik Pemkot

Yogya. Total lahan terminal mencapai

5,8 hektare sedangkan lahan gedung se-

kitar dua hektare.

Bekti menjelaskan, rencana awal da-

lam proses revitalisasi ialah pembangun-

an gedung baru di lahan kosong yang

ada di kawasan Terminal Giwangan.

Perencanaan tersebut bahkan sudah

dilengkapi Detail Engineering Design

(DED) dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp 80 miliar. Alokasi anggaran

itu bahkan seharusnya dikucurkan pada

tahun ini. “Tetapi ada perubahan ketika

pihak kementerian melakukan kun-

jungan ke sini. Lebih baik meremajakan

gedung yang ada saat ini,” tandasnya.

Pihak kementerian menilai bangunan

gedung yang sudah ada dalam kondisi

bagus. Konstruksi bangunan juga masih

kokoh sehingga hanya perlu ada per-

baikan-perbaikan dibanding harus

membangun gedung baru. Akan tetapi

karena lahan yang digunakan sebagai

gedung terminal dikelola oleh Pemkot

Yogya maka perlu ada penyesuaian ad-

ministrasi. “Ini yang sekarang masih

berproses. Ketika proses administrasi

sudah selesai kemungkinan akan segera

dilanjutkan tahap berikutnya,” imbuh

Bekti.

Selain peremajaan, sejumlah gedung

yang telah tersedia juga sempat dikaji

pemanfaatannya untuk kepentingan

yang lebih luas. Seperti sebagian gedung

lantai dua di kawasan terminal yang

sempat diusulkan digunakan sebagai

Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun

apakah usulan itu bisa direalisasikan

atau tidak, belum dapat dipastikan.

Begitu pula usulan bagian gedung lain

sebagai tempat pameran hasil karya ke-

rajinan.

Kendati demikian, Bekti mengaku re-

vitalisasi terhadap Terminal Giwangan

sangat dibutuhkan untuk kembali

menghidupkan terminal sehingga me-

miliki nilai jual yang meningkat. Pasal-

nya, jika tidak direvitalisasi maka kon-

disinya dapat semakin memburuk dan

tidak bernilai jual. “Setidaknya kalau di-

revitalisasi akan ada pendapatan negara

bukan pajak,” terangnya.                (Dhi)-f
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Rencana Revitalisasi Terminal Giwangan Disesuaikan
YOGYA (KR) - Rencana Kementerian Perhubungan RI

yang akan melakukan revitalisasi Terminal Giwangan
Yogyakarta terjadi penyesuaian. Terutama dengan menun-
da pembangunan gedung baru dan fokus pada peremajaan
gedung yang sudah ada.

TURUNKAN SKOR INDIKATOR KUMUH

Pemkot Fokus ke Prenggan Gunakan APBD

Dewan Pendidikan DIY
Matangkan Pendidikan Keyogyaan

YOGYA (KR) - Penataan kawasan

kumuh menjadi tanggung jawab lintas

sektor antara kota, provinsi dan pusat.

Pada tahun ini Pemkot Yogya fokus

melakukan penataan di Kampung

Sambirejo Prenggan dengan menggu-

nakan anggaran daerah atau APBD.

Kepala Bidang Perumahan dan

Permukiman Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan Permukiman

(DPUPKP) Kota Yogya Sigit Setiawan,

menjelaskan penataan di wilayah

Sambirejo Prenggan tersebut di-

alokasikan Rp 1,8 miliar. “Sepenuhnya

itu melalui APBD Kota Yogya di tahun

ini. Penataan kawasan kumuh di lokasi

tersebut menjadi satu-satunya penataan

permukiman kumuh skala kawasan

yang dikerjakan tahun ini,” jelasnya,

Kamis (4/8).

Kawasan tersebut sebenarnya sudah

tidak masuk dalam skor penilaian

kawasan kumuh. Apalagi pada tahun

2019 pernah dilakukan penataan meng-

gunakan skema pembiayaan dari APBN

atau pemerintah pusat. Akan tetapi

masih ada persoalan sedikit yang

menyangkut indikator sanitasi. Hal ini

karena di kawasan tepi sungai tersebut

masih banyak masyarakat yang lang-

sung membuang limbah ke sungai.

Oleh karena itu, salah satu bentuk pe-

nataan di wilayah Sambirejo Prenggan

ialah dengan membangun Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal.

Terutama agar tidak ada lagi limbah

yang dibuang langsung ke sungai.

“Pekerjaan kami tahun ini hanya me-

nuntaskan saja supaya skor indikator

kumuh dari aspek sanitasi menjadi nol,”

imbuhnya.

Selain membangun IPAL komunal,

dalam penataan itu juga akan dibangun

jalan lingkungan tepi sungai, pemba-

ngunan pagar pembatas, penguatan

talut serta penerangan jalan umum.

Tahap pekerjaan juga telah dimulai sejak

akhir Juni lalu dan ditargetkan selesai

pada akhir November mendatang.

Sigit memaparkan,  selain menggu-

nakan dana dari APBD pihaknya sudah

mengusulkan penanganan kawasan ku-

muh ke pemerintah pusat untuk dibiayai

menggunakan APBN pada tahun ini.

Akan tetapi usulan yang disampaikan-

nya belum dapat dipenuhi tahun ini

karena kebutuhan anggaran yang cukup

besar. Oleh karena itu Pemkot Yogya ha-

nya mengandalkan APBD untuk pe-

nanganan permukiman kumuh.   (Dhi)-f

YOGYA (KR) - Keberadaan dewan pen-

didikan berfungsi sebagai pengontrol

transparansi di dunia pendidikan, serta medi-

ator antara pemerintah, DPRD, serta masya-

rakat. Dengan demikian keberadaan dewan

pendidikan ini bisa meningkatkan mutu dan

kualitas pendidikan tanpa meninggalkan bu-

daya yang ada dan menjadi kekhasan di DIY.

Dewan Pendidikan DIY tengah mematang-

kan konsep Pendidikan Keyogyaan yang men-

jadikan budaya sebagai pondasinya. Dimana

dalam konsep tersebut menjunjung tinggi nilai-

nilai kebudayaan, supaya siswa terus mewarisi

nilai-nilai budaya.

“Sebetulnya Pendidikan Keyogyaan sudah

diinisiasi sejak lama seharusnya menghargai

keragaman. Tentunya dengan menekankan

pada kekhasan yang ada di daerah-daerah.

Selain itu juga ada pendidikan multikultural

dimana didalamnya ada Pendidikan

Keyogyaan,” kata Ketua Dewan Pendidikan

DIY, Prof Dr Sutrisna Wibawa didampingi

Timotius Apriyanto (sekretaris), Prof Dr

Danisworo (wakil ketua), Dr Bernadus

Wibowo Suliantoro (anggota), Totok Sudarto

MPd (anggota), Cungki Kusdarjito PhD

(anggota), Dr Rr Siti Murtiningsih (sekretaris

2) dan Dr Majang Palupi MBA (bendahara).

Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi de-

ngan Direktur Utama PT BP Kedaulatan

Rakyat M Wirmon Samawi SE MIB, didam-

pingi Komisaris Utama, Prof Dr Inajati

Adrisijanti dan Imam Satriadi (Direktur

Keuangan)  di ruang kerja Dirut, Kamis (4/8).

Sutrisno mengatakan, sesuai dengan ara-

han Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Dewan

Pendidikan DIY harus mampu membantu

dan berperan aktif sebagai pengontrol

transparansi di dunia pendidikan, serta medi-

ator. Dengan begitu mampu mengungkapkan

dan memetakan apa saja masalah pendidikan

untuk kemudian membuat skala prioritas.

Sedangkan Wakil ketua dewan pendidikan

DIY Prof Daniswara menyatakan, pihaknya

sempat mengikuti acara forum silaturahmi

dewan pendidikan tingkat nasional. Dimana

salah satu isu paling gencar yang menjadi top-

ik pembahasan adalah menghilangkan dewan

pendidikan. Kondisi itu tentu tidak boleh di-

biarkan berlarut-larut, tapi butuh perhatian

serius. Mengingat keberadaan dewan pen-

didikan sangat diperlukan dan dibutuhkan

oleh masyarakat, jadi harus dipertahankan.

“Kami berharap dewan pendidikan bisa di-

masukkan dalam RUU Sisdiknas supaya ke-

beradaannya bisa dipertahankan. Mengingat

keberadaan dewan pendidikan sangat pen-

ting bagi masyarakat,” terangnya.         (Ria)-f

KR-Franz Boedisoekarnanto

Prof Dr Sutrisna Wibawa beserta rombongan saat bersilaturahmi dengan jajaran

Direksi PT BPKedaulatan Rakyat.


